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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

" Mengingat pula

Menetapkan

Kp. @ SJ.R/ST.851/3.

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NO. : 245/KM.1/1979
TENTANG

PENYERAGAMAN POLA & SISTIM KERRSIPAN
DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAW

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa volume arsip dalam lingkungan Departemen Keuangan tuam-
buh sangat cepat, seirama dengan gerak dinamika administrasi
pombangunan ;

b. bahwa untuk menertibkan ddn meningkatkan pengzlolaan arsip
yang bertambah luas tersebut perlu seqera  ditetapkan pola
dan sistim pengelolaan kearsipan yang sevagam, menyeluruh de
tuntas bagi seluruh Departemen Kenangan, schingga memudahkarn
dalam hal pencarian kembali, penyimpanan dan pemusnahan ber

kas.
1. Undang~-Undang Nomor 7 Tahun 1971 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1974 ;

3. Xeputusan Presiden Nomor 44 & 45 Tahun 1974 jo Keputusan
Pregiden Nomor 12 tahun 1976 ;

4, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahon_l97§& ;

5. Keputusan Presiden Nomer 59/M Tahun 1978.

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KEP-405 dan 406/MK/6/4/
1275 tanggal 16 April 1975 ;

KEP-517/MK/IV/4/1976

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
tanggal 29 April 1976 ;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
tanggal 7 Juni 1976 ;

KEP=-707/MK/B/6/1276

KEP-998/MX/5/7/1976

.

4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
tanggal 31 Juli 1976 ;

KEP-1647/MK/5/12/1976

5. Keputusan Menterl Keunangan Nomor
tanggal 17 Desember 1976 ;

6. KFeputusan Menteri Keuangan Nomor : 48/KM.1/1978 tanggal 23
Januari 1978.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERA-
GAMAN POLA & SISTIM KEARSIPAN DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KE-
UANGAN.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

-

Dalam Keputusan ini, yvang dimaksud dengan

1. Arsip ...
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1. Araip, ialah naskah/dokumep atau sekumpulan naskah/dokumen (tulisan,
cetakan, gambar, pita, piringan suara, pita kaset, filw dan sebagai~
nya) yang mempunyai nilai ilmiah (ideologi, politik, ekonomi, sosial,
budaya, militer, jurfdis dan keuangan) sebagai akibat penyelenggara#s
an administrasi pemerintahan atau kehidvupan kebangsaan, dilola berda:
sarkan suatu gistim, menurut waktu dan pada tempat tertentu.

2. Tata berkas (£iling). , ialah kegiatan mengelola naskah/dokumen dalam
sudatu unit organisasi pengolsah menurut pola klasiffikasi/sistim ter-
tentu dan menyimpan dalam map, laci, lemari, filing cabinet dan seba . -
gainya, yang merupakan salah satu bagian dan merupakan kegiatan pang
kal dari administrasi tata kearsipan.

3. Jadwal retemsi, ialah suatu daftar yang berisi Jangka waktu penyimpa
" mnan arsip sesuai dengan nilai kegunsan masing-masing dan dipakai se-
bagai pedoman penyusutan araip.

Papal 2

Arsip dalam arti luas mencakup penataan berkas (filing) yang sstu gama
lain merupakan kegiatan yang beruntun, tuntas dan tidak dapat dipisah-
kaﬂ. .

’

-Pagal 3
Pengertian arsip mengejawantah dalam 3 aepek, yaitu arsip sebagal :
a, Naskah/Dokumen atau kumpulan naskah/dokumen;
b. Wadah/Tempat;
c¢. Keglatan/Qrganisasi,

- yang unsur-~unsurnya sebagai berikut :

1. Adanya sekumpulan dokumen (tulisaun, cetakan, film, piringan suara,
pita kaset) yang harus disimpan, dirawat dan diselamatkan.

2, Adanya suatu pola kegiatan pengelolaan berdasarkan suatu - sistim
tertentu. .

3. Adanya nilai_juridiiﬂfinansiil, historis-informatif dan ilmish la-
ionya pada dokumen~dokumen tersebut.

4. Adanya unsur sebagai skibat penyelenggaraan administrasi pemerin-
tahan atau kehidupan  :ebangsaan.

5. Adanya jangka-waktu penyimpanan (retensi) dan tempat tertentu um-
tuk pengamanan dokumen.

Pagal 4

AY
Untuk keseragaman dalam pengelolaan kearsipsn dalam lingkungan Departe-
men Keuangan serta untuk dijadikan salah satu landasan bagi pelaksapaan
progran arsip nasional, ditetapkan sistim dan pola kiasifikasi kearsip-
an dalam lingkungan Departemen Keuangan seperti tercantum pada Lampiran
Keputusan ini,

BAB II

Azas dan Tujuan

Pagal 5 _
(1) S1fat arsip-Daparteiken: Keusngan: pada: azasnys . tertutup,
(?) Azas penataan kearsipan dalam lingkungan Departemeu Keuangan berda-
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sarkan jenis arsip/dokumen, sumber asalnya dan permasalahannya; ser-—
ta bertujuan untuk :

a. Memudahkan pengungkapan/pencarian kemball bilamana diperlukan;

b. Agar ada kepastian bahwa dokumen yang disimpan dan dipelihara ada
lah penting bagi penentuan kebijaksanaan, keputusan, Informasi,
dan sejarah;

¢. Membendung dan menghentikan akumulasi/penumpukan berkas-berkas -
vang tidak perlu; '

d. Meningkatkan dan memodernigir penylmpanan arsip-arsip yang dipell
hara;

e, Mengembangkan dan menentukan jadwél waktu penyimpapan, pcnylsihan
dan penyusutan berkas-berkas yang tidak diperlukan lagl dan memus
nahkan barkas yang tidak bernilaigura.

BAR 1I1

Fungsi dan Usaha Pengamanan

Pagal 6

Arsip Departemen Keuangan wajib'diselamatkan karena mempunyadi fungsi :

8.

b‘

Sebagal sumber informasi dan pusat ingatao ;

Alat dalam organisasi sebagal balan pertimbangan bagi penentuan kebi~
jaksanaan pimpinan ; )

Bahan otentik negara mengenai pertanggungan-jawab hukum, kenangan dan
administrasi;

Bahan sejarah mengenai kehidupan kebangsaan dan penyelenggaraam peme—
rintahan khusus disektor monecer dan kevangan;

Sumber bagi pengembangan lebih ;anjut dibidang pergetahuan.

Pasal 7

Usaha pengamsnan arsip dilingkungan Departemen Keuangaa mencakup keglat-—
an

1-

Tindak Pengelolaan, y: ng meliputi :

a, Tindak Pengaturan ; o
b. Tindak Penyimpanan ;

¢. Tindak Pemeliharaan ;
d. Tindak Pelayanan,

Tindak Pepyusutan, yang meliputi :

a, Tindak Pemindahan ;
b. Tindak Penyerahan ;
¢. Tindak Pemusniahan,

BAB IV

Pola dan Sistim Klagifikasi

Papal B

Klasifikasi arsip dalam linpkungan Departemen Keuangan, ditentukan seba-—
gal berilut : |

a. Permasclahan yang bersifat fasilitatif (umum), diadakan penyeragsman

Untuk eeses
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unitvk seinruh Departemen;

b. Permasalnhan ywng bersifat gubstantil (tekais khusua) penentuamnya di
serahkan kepad:i masing-masing upit orpanigsari Eselon I.

Pagal 9

Pola Xode Klasifikasi dau padoman arsip terdira dari kolea-kolom yang di
pisahian dengan garis minus ( - ) , vltik { . ) da2n paris bawah ( )
sebagai tontoh ¢

FP - 004.44

SJ.814

dengan penielasan sebagal dimaat psda Larmpiran 1 Keprtursan iai.

Papal L0

(1) ¥our Bidang adalai bers.fal pembakuan sesusl dengai hasil Lokskarya
Arsip Naslonal Republik Indonmeria tanggnl 12 s/d 14 April 1977, o-
leh carena ita tidek dapat dirubah, ,

(2) Aatsra Kode Didomg dengar. Relom T dibeci batas tauda minus (-).

{3) Koirm I terdiri dard 3 ({tiga) angka, digit pertiwma gulai 0 s/d 9 me
nuniukkan jeris kegiaraw yang telah disaiukan oleh Departemen Ke-
uangan sebingga merupakan koseragoman, digit kedus dan ketiga mulail
0L s/d 99 menanjukkan jenis pokok mazainh vasg prlanya dikendalikan
ol=h Departomen Kouangan sehinyga merupakas pengembungan masalah -
vaap potenslil menuju kearah keseragaran. Jlell karena itu penetapan
clel mesing-masing unit Fselon I diberitahukan kepada Menteri Ke-

vangan ( c.q. Sckretaris Jendral ).

(4) Antera Kolom I dengan Kolom IT diberi batas titik ( . ).

{5%) Koiom 1I terdiri dari 2 (dua) angka wulai 31 s/d 99, menunjukkan -
permasalahan yang substantlf yang sifatnya hebes ditentukan oleh u
nit organisasi yang bersaagkutan, berdasarkan teadaan perkembangan

dan keperluan masing~masing.

. Pasal 11

Untuk mengntahul -.sal-neul berkas arsip, maka dibatasd dengan garis ba
wah yanz dibawahnya dapat dibubuhkan Kode/Nomor unit organisasi masing
masing seperti yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Xeuangan Nomor:
TEP-1695/MK/8/12/1976 tanggal 27 Desember 1976,

Pagal 12

(1) Sistim yang diksmbangkan dalam penataan arsip dalam iingkungan De-
partemen Kemangan dapat berdasarkan pementuan "judul pokok" (main-
czption) den "tunjuk silang" (cross reference) sebagail berikut :

a. Penomoran ( numerical file ),

b. Abjad ( alphabetical file),

c. Permasalahan { subject file ), atau
d. Bunyl awal ( coundex file j.

(2) Sistim ‘tersebut pada ayat (1) diatas, digunakan baik dalam Buku -
Tunjuk Silang {(Klapper Boek) maupun dalam Kavtu Tunjuk Silang.

pr e, e
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Pasal 13

(1) Penyimpanan surat-surat haik yang keluar maupun yang masuk dalam
lingkungan Departemen Keiangan, puada azasnya didasarkan etas konti-
nuitas keluar/masuknva dokuwen yany dibedakan meniadi 3 kelompok
sebagai berikut : ‘

a. Dokumen yang kaluar/masuknya teratur dau dapat digelongkan menu-
rut jenisnya, misalnya : peraturan perundaag-undangan, nperaturan
pelaksanaan, instruksi, surat edaran, pengumuman, telo:, celeg-
ram dan sebagainya.

b. Dokumen yang keluar/masuknya teratur dan dapat digolongkan menu-
rut sumber asalnya. misalnya : berasal dari Sekretarisc Negara ,
BAPPENAS, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Bank
Indonesia, International Monmetary Fund (IMF) dap sebagainya.

¢. Dokumen yang keluar/masuknya tidak teratur {insidentil) dan be-
lum dapat digolongkan baik menurut jenisnya maupun menurut kelom
pok sumber asalnya, misalnya : Kunjungan Menteri Keuangan RI ke-
Tembaga Pura, Xunjungan Menteri Keuangan Negeri Belanda ke Inde-
nesia, surat-curat kaleng.

Pasal 14
Penataan surai dalam arsip, beriaku ketentuan sebapai bEerikut

a., Surat Keluar | : Disusun secara kronologis berdasarkau nomor surat
verbal dalam tahun berjalan.

b. Surabt Misul ! Disusun™ menmrut jeuis, sumbour wsai acau permasalah-
an secard kronolopgis berdesarkan vemnsr agenda surat
masuk dalem tabun berislan, Surat ret:o yang lama
yany mempunyai Faltan nasalai, barus <lberi penun—
juklan sillany dun disimpan padn file Lerkas yaug -
Lerbaru,.

Pag.:l 15

Tata berkas (filing) pada unit ovganisasi pengolah yany disusun berbeda
dengan pola dan sistim klasiliikasi dalam Lawpiran Keputusaa ini, pada

» saat diadakan penyisihan dan penyusutan arsip demi keseragaman tahap-~ta

hap selanjutnya harus disusun menurut pola dan sistim klasifikasi dalam
Lampiyan Keputusan ini.

BAB V¥

Penyimpanan dan Penyisihan

Pasal 16

(1) Bilamena diangpap perlu, setiap unit organisasi pengolah pada dasar

nya dapat menyimpan/menahan berxas/dokumen dinamis yang masih aktif
diperlukan dalam pelaksanaan Lugasnya, sehanyak-banyaknya 20 Z dari
berkis/dokumen yang ada padanya dalam tahun berjalan. Berkas/doku-

men selebibnya harus disisihkan dan dipindahkan untuk disimpan oleh

: Unit Penyimpan Arsip II linglturgannya.

(2)' Setiap unit organisasi-pengolah tidak dibenarkan memperluas penata-
an berkas (filing) diluar batas keperlunrunva deagan jalan menambah
filing cabinet, personalia-serta mengundang keperluan perluasan ru-
angan dan perlengkapan lainnya, sehingsga terjadi pengembangan orga—
nisasi dari yang telah ditentukan dan/atau seolah-olah membentuk U-—
nit Peonyimpan Arsip tersendiri.

Pasal 17 ou nn
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Pasal 17

naskah/dokumen yang ber—
gifat umm dan setiap tanggal 1 Juni untuk naskah/dokumen yang ber-
sifat pertanggungan—jawab keuangan diadakan penyisihan berkas yang
ada pada filing masing~masing unit organisasi daism 1ingkungan De-

partemen Keuangan.
n-kegiatan sebagai beri

kut :

a. Mensortir, meneliti disposisi dan lampiran, mengelompokkan menu~
rut tahun berkas, menetapkan nomor, kode dan dindeks baru.

b. Membuat daftar berkasfdokumen serta nomor dan kode file yang a-
kan dipisabkan, yang terdiri dari : _

1. berkas/dokumen yang akan dipindahkan untuk disimpan pada Unit
Penyimpan Arsip lingkurgannya atau diserahkan kepada Arsip Na
sional; : )

2. berkas/dokumen yang masih akan ditahén/disimpan (aktif);

3. berkas/dokumen yang akan diusulkan untuk dimusnahkan.

c. Berkas/dokumen yang masih ditahan, disimpan menurut umur berkas/

dokumen dengan ketentuan sebagal berikut :
1. setiap berkas/dokumen berusia muda disimpan dalam laci filiog
cabinet paling depan dan paling atas;

2, setiap berkas/dokumen berusia tua, disimpan dalam laci filing
cabinet paling bawah dan paling belakang;

3., setiap laci filing ctabinet, atau getiap filing cabinat, dibe-
ri nomor dan kode menurut tahunnya.

Pasal 18

(1) Wewenang penyisihan berkas/dokumen ditentukan oleh Pejabat Eselon
11 keatas, sedangkan usul-usul penyilsihan serta pelaksanaannya da-
pat dilakukan oleh bawahammya. .

penylsihan berkas/dokumen harus dibuat -

(2) Setiap pelaksanzan tindak
iri Daftar Pertelaan Berkas/Dokumen yang

Berita Acara serta dilamp
disisihkan.

“Pasal 19

Berkas/dokumen yang telah disisihkan harus dicatat dalsm suatu daftar
pertelaan khusus dan ditanda-tangani, sebagal berikut :

Eadrth 1

DAFTAR PERTELAAN BERKAS YANG DISISTHKAN
BERDASARKAN SURAT/SURAT PERINTAH/KEPUTUSAN NQ, TGL .
No. Jenis Nomor Kode Nomoxr Kode :
Urut | Berkas/Dokumen Penyimpanan Ketersngan
Tanggal
(1) (2) (3) (4) : (3)
) 1. Diusulkan dimus
nahkan.
- 2. Dipindabkan ke
t . UPA.
' . 3. Ditahan.
l .

Ditetapkan asesassss ey
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Ditetapkan di :
Pada tanggal

Nama Jabatan,

Nama Petlabat.
NIF.

Pasal 20

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditentukan dalam peraturan perun-
‘dang~undangan untuk masing-masing jenis dokumen, maka dalam iingkungan
Departemen Keuangan ditetapkan jangka waktu penyimpanan berkas sebagai -
berikut ;

a. 2 tahun, pada Unit Penyimpan Arsip (UPA) TI

b. 5 tahun, pada Unit Penyimpan Arsip (UPA) I

Cs 7 -tahun, pada Unit Penyimpan Arsip (UPA) FPusat

d, Lebih dari 7 tahun pada UPA Pusat, diserahkan ke ARNAS

BAB VI

Tingkat Kearsipan Departemen Keuangan

dan Fungsinya masing-masing

Pasal 21

(1) Dalam lingkungan Departemen Keuangan, diadakan jenjang kearsipan se~
bagal berllut :

8. UPA Pugat -~ yaitu Unit Penyimpan Arsip Pusat Departemen Keuang
an yang merupakan tempat penyimpanan arsip gabung-
an seluruh arsip vang ada dilingkungan Departemen

"Keuangan.

b. UPA I ~ yaitu Unit Penyimpan Arsip nuklus terminal yang di
tunjuk dan merupakan gabungan selurul arsip dari
UPA II yang ada pada kawasan unit crganisas{i Ese-
lon I,

c. UPA II ~ yaitu Unit Penyimpan Araip pangkal yang ditunjuk
: dan merupakan gabungan seluruli tata-berkas (filing)
yang ada pada kawasan unit organisasi pengolah.

(2) Unit-unit Penyimpan Areip tersebut pada ayat (1) pasal ini, dilaksa-
opakan oleh unit-oxganisasi yang secara fungsionll diserahi tugas pe-
ngurugan kearsipan,

Pacal 22

Diluar lingkungan Departemen Keuangan, terdapat kearsipan yang mempunyai
huhungan kerja profesional dengan kearsipan Departemen Keuangan, antara
lain sebagai berikut :

1, Areip Nasional Republik Indonesia ditingkat Pusat (Jakarta), yang un-
tuk keperiuan Reputusan ini disingkat ARNAS.

2. Peruakllaa Araip Nasional di Daerah, yang untuk keperluan Keputusan i
ni dicaighat ARNAD, )

3. Arsip Pemarintah Daerah Tiungkat I dalam Eentuk‘kerjasema eabelun ter
bentuknya ARNAD, yang untuk keperluan Keputusan ini disirg«zt 1APIMDA.

Pasal 23 A FRANNE N
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Pasal 23
(1) Fungsi UPA Pusat antara lain sebagal berikut @

a. Mengelola, menyimpan dan mengamankan arsip-arsip yang ada dala=
panguasaannya; '

b. Manyimpan selama 7 (tujuh) tahun sejak tanggal diterimanya ar-
sip-arsip tersebut; -

¢. Meneliti, menginventarisir dan menyisihkan arsip yang berumur
lebih dari 7 (tujuh) tahun pada UPA Pusat, kemudian :

1. yang tidak bernilajguna dan telah melampaui jadwal retensinya
diusulkan untuk dimusnahkan., -

2. yang bernilai tetapi d:l.ang-gap statis diserabkan ke ARNAS.

3. yang bernilai dan aktif dapat ditahan, namun harus mengirim-
kan daftar pertelaan berkas yang ditahan ke ARNAS atau dibuat
kan microfilm, sedangkan aalinya dikirim ke ARNAS,

'(1_) Fungsi UPA I antara lain sebagai berikut :

a. Mengelola, menyimpan dan mengamankan arsip-arsip yang ada dalanm
penguasaannya;

b, Menyimpan selama 5 (1ima) tahun ssjak tanggal diterimanya arsip-
arsip tersebut; '

c. Meneliti, menginventarisir dan menyisihkan arsip yang berumur -
lebih dari 5 (1ima) tahun.pada UPAxL, kemudian :

1. yang tidak bernilaiguna dan telah melampaui jadwal retensi di
usulkan untuk dimusnahkan,

2, yang bernilai tetapl inaktif dipindahkan ke UPA Pusat,

3. yang bernilai dan aktif dapat ditahan, pamun harus mengirim-
kan daftar pertelaan berkas yang ditahan ke UPA Pusat,

(3) Fungsi UPA II antara lain sebagai berikut :

a. Mengelola, menyimpan dan mengnmankan arsip-arsip yang ada dalam’
penguasaannya,

b. Menyimpan selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterimanya arsip-
arsip tersebut.

& Meneliti, menginventarisir dan menyisihkan arsip yang berumur -
lebih dari 2 (dua) tahun.pada UPA II, kemudian :

1. yang tidak bernilaiguna dan telah melampaui jadwal retensi -
diusulkan untuk dimusnahkan,

2, yang bernilai tetapi inaktif dipindahkan ke UPA I atau dise-
rabkan ke ARNAD untuk tingkat daerah.

3. yang bernilai dan aktif dapat ditahan, namun harus mengirim—
kan daftar pertelaan barkas yang ditahan ke UPA I.

BAB VII

Penilaian

i 4

Papal 24
(1) Arsip dalam lingkumgan Departeaen Keuangan, dapat dikategorikan se

- bagal osse909
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bagai berikut

a. Warkat dan Bukan Warkat ;
b. Arsip Statis dan Argip Dinamis ;
c. Bernilal dan Tidak Barailai.

]

a, Warkat, ialah naskah dokumen berupa buku catatan, rekaman atau
gambar untuk keperluan mengingatkan seperti surat, kontrak, bom
pengeluaran, kwitansi, kartu pegawal, daftar angka statistik ,
peta, potret dan naskah lainnya yang sécara resmi dibuat atau
diterima/dicatat dan yang disimpan atau bernilai untuk:disimpan
dan bernilai bagi pembuktian, informasi atau mempunyai nilai {1
miah, O SRR

b. Bukan Warkat, ialah berkas-berkas yang tujuannya bukan untuk di
gimpan, tidak dibuat atau diterima secara resmi untuk-itu mela-
luil pencatatan agenda seperti gurat selebaran, lembaran—lembar-
an reklame, pamplet, folder, surat-kabar dan sebagainya yang ti
dak bernilajguna bagi penyelenggaraan administrasl negara.

C. Arsi Statis, i1alah arsip yang tidak digunakan secara langsung
dalam kegiatan administrasi sehari-haril atau menurut pengertian
UU Nomor 7 Tahun 1971 yang tidak digupakuan secara langsung un-
tuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umum
nya maupun untuk penyelenggaraan §4qinigq;aagﬁsehari:gggék“

d. Arsip Dinamis, ialah arsip yang sécara fungsional wmapih mktuil
dan magih dipergunakan secara langsung sebagai bahan fdngatan -
(reference) untuk pelaksanaan kegiatan sehari~harl atau menurut

ejtian .UU Nomor 7 Tahun 1971 yang dipergunakan secara lang-
aung alam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan
kebangssan- pads umunmya atau dipergunakan secara langsung dalam
tenyelanggataan administrasl: negara.
Arsip Aktif, galah argipidinamis yang langsung diperlukan untuk
..jaeounjang keglaten administrasi sehari~hari.
"“Arsip Inaktif, ialah arsip dinamis yang frekwensinya mepurun -
‘danotidak langsung diperlukan untuk‘menunjang kegiatan adminis—
ﬁraﬂi geliati<hari. . “'Lz S ST et

R f’

nilai,\iaiah araip yans ‘karens sifat dan iainya nenpunyai ni
Iai juxidis—finansiil, histotla—informatif atau nilai ilniah la
imwah\,l‘“.u RN ST : B waq,us.u

‘£, #4dak Bernilai, ialah barkas-berkaa yang bukan wnrkat atau tu-
«Juannya bukan,un-uk,disimpan,. tidak dikirim/diterims secara res
miupelalui pencaLatan agenda atau yang tidak,mempunyai nilgifi_
ridia-finansiil, ‘historis~informatif atau nilai Jlmfah iaiﬁq
atau .yang tidak, termasuk kntegori umnm maupun kategori l.

3) Senuhtn ‘Arsipidapat. diéamukan’ dengan -berkas’ bukan virkat~lcp¢rt1 -
.dimaksud, pada ayat.(2) huruf (b) pasal ini. bilamana nenmunyai ci—

“rizciry pebagal berikut : . . .. . Sriiam
n.\kohdlinnya'ualah rusak- asdemikinn rupa n.hingga tidak d:pat di—
‘kanal ‘baik -ial maupun bentuknya, 5 e A,
b. telah helampaui jadwal retensismya yang‘kurang dafi 10 iahun dan
. ﬁditngsap tidak mempunyai.nilai guna; '51 Sevae e Ab pRredl
c.. berupa, tenbusan yang aslinya magih’ disimpan dala"" rt %&gﬁnisa
.8l dilingkungnn Departemen Keuangan ; C ni em Jopo

' d.vha-pul—sampul nurat. -daftar’ hadir pegawai,-. undangan—unﬂniann

dan/lain-1efn- sapanjang-tidak terdapat.catatan-catatan.ysng me—
unyebabkan iberkas'® terschut - ﬁapat dianggap bernilaiguna

i seLdT L Ty ll‘

e. ditetapkan kﬁusua oleh” Pimpinan Departemen Keuangan
' : T . ansaria -
dorian ERL RS L

{l'—) ‘Berkag  «os e
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(4) Berkas arsip yang tidak bernilaiguna, sebelumnya dalam tenggang -
waktu simpan yang berlaku bagi masing-masing tingkat Unit Penyim-
pan Arsip, dianggap sebagail berkas bernilai sementara, oleh karena
itu barus disimpan untuk waktu 2 (dus) tahun,

Pasal 25

(1) Sesuatu arsip diberi nilai tetap dengan kategori umum, hilamana isi
nya antara lain mengenai :

a, Organisasl dan sejarah sesuatu unit organisasi/instansgi;
b. Kebijaksanaan serta sehab-sebab difalankannya kebljaksansan itu;
c. Prosedur dan cara %erja sesuatu unit organisasi/instansi;

d. Kontrak atau transaksi yang diadakan oleh unit organisgsi/instan
81 yang mempunyai akibat juridis, umum dan berlaku terus-menerus;

e. Usaha sesuatu unit organisani/instansi dalam lapangan ideologl, -
. politik, ekonomi, sosial, budaya, militer;

f. Pengaturan/petunjuk lebih lanjut dari suatu kebijaksanaan yang ma
sih berlaku.

(2) Sesuatu arsip diberi nilai tetap dengan kategori khusug bilamana isi-
nya antara lain mengenal 3

a. Ketetapan mengenal status hukum parsonil, pengusutan kejahatan -
dan sebagainya;

b. Surat-menyurat, petunjuk-petunjuk, telashan staf (tanggapsn) dan
‘laporan yang langasung atau tidak langsung mempengaruhilmenjadi da
sar kebijaksanaan pimpinan;

c. Surat yang mengenai statistik, hasil-hagil survey, latihan, sis-
. tim dan sebagainya;

d. Kumpulan peraturan-peraturan, record-set yang menjadi buku-kerja
~ dalam melakukan pekerjaan sehari-hari;

e. Surat-surat yang mengenal perencanazan dan operasional;

f. Surat-surat mengenai riwayat hidup/pekerjaan personil dan forma-
si kepegawaian; .

g. Laporan surat-menyurat, tanggapan, hasil survey yang mengenail u-
saha efigiensi organisasi;

h. Surat-surat, laporan, telaahan staf yang mengenai evaluasi pelnk
. sanaan tugas unit organisasi/instansi.

(3) Sesuatu arsip yang tidak termasuk salah satu kategori diatas, harus
digolongkan bernilai sementara, oleh karema itu mempunyai usia hanya
sampai 2 (dua) tahun.

(4) Bilamana dalam penilaian mesuatu arsip terdapat keragu-raguan, maka
arsip tersebut harus diberi nilai yarg lebih tinggi.

Pagal 26 :
Wuwenaﬁg penilaian sesuatu arsip ditentukan oleh sekurang-kurangnya Pe-

_jabnt Eselon 1I, sedangkan usul-urul penilajan dilakukan oleh bawsbhan-

nya.
BAB VIII
* Prosedur Pemusnahan
- Pasal 27

Prosedur pemusnahén araip dilingkungan Dapartemen Keuangan, dib.iaknn
wmenjadi dua macam

a. Pemuspahan langsung, terhadap berkas bukan warkat atau arsip yang di

samakan ecsese

D T
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samakan dengan berkas bukan warkat seperti dimaksud dalam pasal 24 ayat
(2) huruf (b) dan ayat (3). '

b. Pemusnahan tak langsung, terhadap arsip yang dianggap sudah tidak berni
laiguna lagi dan telah melampaul jadwal retensisrgepuluh tahun ateu le-

Paral 28

Prosedur pemusnahan araip t<suai denpgan surat Badan Peperikss Keuangan No.
K.321/8/4/74 tanggal 20 Apr'1- 1974 dan No, 1.1253/Ed/11/1971 tanggal 6 No-
pember 1971, ditentukan sebagal berikut :

1. Unit Penyimpan Arsip yang akan memusnahkan berkas/dokumen menyusun daf-
tar pertelaan berkas/dokumen yang akan dimusnabkan, yaitu ;

UPA Pusat - daftsr pertelaan arsip yang berusia 7 tahun pada UPA Pu-
sat atau lebih; ‘

UPA T =~ daftar pertelaan aréip yang berusia 5 tahun pada UPA I
atau lebih;
UPA IT —. daftar parielaan arsip yare berusia 2 tahun pada UPA IX

atau lehbik,

2, Atasan Unit Penyimpen Arsip yang skan memusnahkan arsip meminta izin pe
musnahan. arsip kepada Menteri Keuangan (c.q. Inspektur Jendral Departe-
men Keuangan), dengan melampirkan daftar pertelaan arsip tersebut pada
angka (1) pasal ini. ‘ .

3. Atasan Unit Penyimpan /rsip yang akan memusnahkan arsip menbentuk Pani-~
tia : : o :

a. Pemusnahan Langsung, yang terdirt dari;unaur-uﬂaﬁr :
(1) Unit Organisasi yang akan memusnahkan arsip.
(2) Inspektorst Jendral Departémen Keuangan,
(3) Biro Umum yang fungsional me.bawahl UPA Pusat
(4) Biro Hulkum dan Hulungan Masyarakat. '
b. Pemusnahan Tak-langsung, yan; terdiri-deri unsur—unsur &

(1) Unit Organisasi ya g akan memusnahkan arsip.

(2) Arsip Nasional//rsip Daerah atau jika belum ada Perwakilan Araip
Nasional di Daera4, dapat dimintakan wakil dari ARPEMDA setempat.

(3) Kejaksaan sat empat, .
t4) Badan Pemeriksa Keuangan, sepanjang menyangkut berkas keuangan,

{5) Badan Administras’ Kepegawaian Negara, sepanjang menyangkut ber-
kas Kepegawaian.

(6) Inspektorat Jendral Departemen Keuangan. Untuk tingkat Dserah da
pat ditunjuk petugas dari Pusat atau melalui Dapartemen Dalan Ne
geri/Gubernur sotempat dapat meminta bantuan unsur Inspektorat -
Pemerintah Dgerah [ingkat I. .

4. Panitia Penilai Arsip perusnahen langsung atau pemusnahan tak-langsung
dimaksud pada angka 3 pigal ini, nengadakan penilaian/seleksi atss ar-
s8ip yang perlu segera d imv.snahkan, kemudian mempersiapkan usul pesusnah
an araip yang ditanda-taipjjani oleh Atasan Unit Penyimpan Arsip yang ber
sngkutan, kemudisn dimajvcan kepada Menteri Keuvangan (c.q. Inspektur -
Jendral Departemen Keuany;in). :

5. Usul pemusnahan tak langiing dimajukan oleh Inspektur Jendral Departe-
men Keuangan atas nama Muateri Keuangan kepada Arsip Nasiopal dan tinda

sannya dikirimkan kepada :
a. Yth. Bapak Menteri Keuangan;

b. Yth. Ketua Badan Pemeri :sa Kevangan sepanjang menyangkut berkas ke
uangang

Ca Ytho ssesge



6.

7.

8.
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¢. Yth, Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara sapanjang me—
nyangkut berkas kepegawaian;

‘de Yth, Sekretaris Jendral Departemen Keuangan, D:I.rclctur Jendral,
" Ketua/Kepala Badan yang bersangkutan;

e, ,Yt:h. Kepala Kejaksaan setempat.

Atasan Unit Penyimpan Arsip yvang mengusulkan peniunnlhan. dapat mem
berikan saran-saran atau mengadakan perubahan-parubashan pada daf-
tar pertalaan usul-usul yang disampaikan kepadanya.

Bilsmana usul pemusnahan araip tersebut telah mendapat persetujuan/
pembenaran dari Arsip Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan sspanjang
mengenai berkas keuangan dan atau Badan Administrasi Kepagswaisn -
Hegara sepanjang mengenal berkas kepegawaian, maka pct-.tqjunlpu
benaran tersebut diteruskan kepada Atasan Unit Penyimpan Arsip yang
nengusulkan semula untuk selanjutnya diteruskan kepada Panitia.

Panitia mempersispkan Keputusan Menterl Keuangan untuk pemusnahan '
arsip d:l.mksud pada angka 3 pasal ini,

Panitia melaksanakan dan/atau menyaksikan pemusnahan arsip dan do-
lnmen dengan cara~-cara sebagai berikut :

a, Pada umunya harus dicegah agar arsip/dokumen negara tidak jaguh
pada tangan orang yang tidak berhak. .

b. Pemusnahan dilaksanakan dengan jalan membakar habis, dicacah -
msenjadi pagian-bagian kecil atau dijadikan bubur kertas, uhin;
_ga tidak dikena) baik isi maupun bent:uknya.

¢. Bilamana arsip tersebut akan dijual, maka hnnya dapat dilakukan
kepada Pabrik Kertas Milik Negara dalam keadaan dicacah wumntuk
dijadikan bubur kertas seperti pada angka 9 huruf (b) - pasal -
ini. :
Segala tindakan pemusnahan arsip dibuatkan Berita Acara yang ditan
da~tangani oleh Ketua Panitia, dilampiri dengsn Daftar Pertelaan
Areilp yamg dimsgnahkan serta dikukuhkan oleh 2 (dua) orang saksi.
Tindasan dari Berita Acara dikirimkan kepada para pejabat tuubut

pada angka 5 pnal int.

Pasal 29

(1) Bilamana wakil unsur-unsur instansi dimaksud dalam pasal 28 angka

* 3 huruf (b) !'aik sendiri-sendiri maupun sslurubhnya tidak meagirim
kan wvakil maskipun setelal secara resmi dan tertulis diminta oleh
Atasan Unit Penyfmpan Arsip yang akan memusnshkan arxsip, meka Pe-
jabat terakhir melaporkan kapads Menteri Keuangan (cq. Inspektnr
Jendral Departemen Ksuangan) untuk mendapat powndub-pcmjuk le-

bih lanjut.

(2) Dalam hal tu'jn.di keadaan separti terssbut dalsm ayat (1) pasal

iai, maka Inspektur Jendral Departesen Keusngan meanyaranksm wakil
wakil instansi intern Departemen Ksuangan yang akan duduk dalam
Panitia Penilai Arsip untuk melaksanakan tugss penghapusaz arsip.

Pasal 30

Untuk meminta wakil-wakil unsur-unsur dari imstassi tersebut dalam pg
sal 28 angks 3 huruf b diatas, harus ditempuh msmurut prosadur sdai-~

trasi
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nistzasi yang l#nt welalul atasan masing-masing instansi yang dilinu.
BAR IX

Pemeliharaan

Pasal 31
Lingkup tugas pﬁelihlrun arsip/dokumen, meliputi :
1, Pemaliharaan tierkas-berkas araip/dokmen,
2, Pemaliharaan- ,h,.fuang dan alat perlengkapan; .
‘34 Pemeliharaan Jengetahuan dan kesehataq pérponil ke&ruipm.

Paaal 32
Usalw dan kq:lar.‘pn peneliharaan berkas-berkas arsip/dokumen, mencakup tu—-
gas-tugas :
Hndngn ngu: g.‘uang areip tidak lembab dan cukup cahaya;

Slhnranrhlrlhgnya 6 (enam) bulan sekald, ruang disemprot/digas untuk
Wh bahayn tikus, rayap, kutu-kutu dan kecoa;

'c:. s;h:rm:—kurqugﬂyl sebulan sekali ruangan arsip terutama’ ysag diguna-
kin rudng karia parsonil. dih:l.nap debunya;

d. Barkas araip ‘inng rusai:laobek ditnbil atau j:lka pexlu diphot.o—copy.

Pasal 33
Usata dan hg:l.utﬁn pemaliharasn ruang dan alat perlengkapan kearsipan,
nencakup tugas-tigas ¢ R
8. Mencegah ruangan bocor atau kebanjiran;

b. Meugusahakan Ngar alat perlenshupaa yang digunakan telah dibakukan -
(di-standirisir); Ly

-~ Co Marawat alat—iliat kearsipan yahg tdnedia uepert:l filing c.lbinat. ca=-
mira, aperturd card, film cassetts, cartridge, micro~film, reader ,
st:!atar mhiu, magnatic upa, disk pack dan nban:lnya..

;
:
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; R ‘ : — v P‘.‘l 34
Usaba dan kegiatin pmlih(' Tasn pangctahuan dan kesshatan personil kear—
linn-. bugas-tugas 1
§ limlid:l.k. melatih dan unnnmkm minat arsip dilingkungan personil =
" llamdahn pepataran dan lmrsub-hurnul penyegaran mengenai sistim
i huz'c:lpan yanf integral berlaki pada Departemen Keuangan; .
5‘: ' + Memberikan v » Bakanan bch.ui serta pemsliharean kesebatan ber-
'é- ' kala para pet u arsip; |
% 4. Nengikut-ser ‘para pn-mﬂ. dalan lohkaryn. penataran, cerasah-
¥ _ carsmah ilmial oleh Badan-badap yang ada hubungannya dengan kegiatan

kearsipan, sejl :I. Araip llliohll Repudlik Indonesia. .

s JPRER e
e e TR P8 ¢ Y A T e eeta s AMRARLT LS S T g

A

i,




| smaid

T."’-"' .

et

Keputusan M. ncery Kevangan
No, : 245 / IM.1 / 1979
- 14 - Tangsal @ 31 Maret 1979

BAE X

Peiuyanan & Penvaluraun arsip/dokumen

Pasal 35

Tujuan wtama dalam memberi pelayanan kearsipan, ialah

a. Pengungkapan kembali (retrieval) dokumen/data-irfurmusi dalar wakta
rang cepat dan repad:

b. Membanru kelancaran proses pengambilan keputusan (recision making)

oleh pimpinan;
€. Membantu pengaturan waktu penyimpanan (reteution pariod) den pelak-
saraan sistim pengaturan yang seragam;

d. Membantu menciptakan terwujudnya ruangan kerja yan; menyenangxan me
lalui penyghematan dan effisiensi kearsip:n.

Pasal 36

(1) Dalam setiap penyaluran berkas/dokumen acrsip term:suk pembundelan,
harus selalu dibedakan antara :

a, Berkas/dokumen biasa,
b. Berkas/dokumen rahasia.

(2) Pembundelan arsip biasa, dilakukan menurut permasalahan ( subject
matter } masing-masing dengan diberi kode Penunjuk sumber asal da-
rimena penindahan arsip tersebuc.

(3) Perbundelan arsip rahasia, dilakukan oleh petugas yang ditunjuk me
nurut cara-cara yang ditentukan khusus (vide SE-11/MK.1/1977 tang-

zal 24 Juni 1977).

(%} Tiap bundel baik yarng biasa madpon yang rahzsia naous
dengan daftar pertelaan surat-surat yang terdapar dalam bundel
&

menurut contoh berikut ini

.

aflengapi -

DAFTAR PZRTELAAN  ARSIP

) Dari AL
Tahun Ara) ;o {2)

Soal L {3

Niai . (4]

+ Dikirim kepada {9

Pada Tanggal : (6}

Kode Lokasi S n

Subject : {4)

Namor Agenda / Putbal Surat Masuk (1) Uraian feruaal
Virnt . ata tarat Ke an e pn
i Tannal Nomua lwar LK. singhat
fi} (2} {3) {4 i5)
9) (1) tn na (23}

5
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Pasal 37
Kerentuan dan cara pengepakan arsip lalah sebagal berikut :
1. Berkas arsip dipak dalam kotak karton berukurzo 20 X 3C X 40 M.
2. Tiap pak kotak karton diberi nomur urut, dan tiap pak beris{ bundel da
ri satu tahun saja. :
3. Pada setiap pak harus dicactumkan tahun arsip yang harus ditulis diba-.

wah pomar urut, seperti contch berikut :

Ne. : 1

TH ~ 1975

4, Bilawana atas pertimbangan penghematan, dala.un satu pak diisi arsip da-
ri beberapa .tahun, maka harus jelas ditulis pada pak tersebut, misal-

nya sebagai berikut :

No. ¢+ 2

) TH. 1973-1974-1975

Pasal 18

Seriap pemindahan/penyerahan arsip yang dianggap inak:tif/

buatkan surat-pengantar rangkap 3 (tiga)}, yaitu untuk :
1. Lembar ke — 1 , disertakan pada pak
2. Lembar ke =2 , dikirim melalui caraka atau pos
3. Lembar ke - 3 , disimpan untuk Unit Penyimpan Arsip pengirim.

stacis barus di

_Pasal 39

Contoh kotak penyimpauan untuk berkas-berkas arsip adalah sebagai berikut:

Tempat tanda
Judu§ masatah -

e =

L

- 265¢cm | a g

o - =t -
\
)
kY
A

r-9cm -

[T . g e

't -
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BAB XI
Micro Film
Pasal 40

\ Bilamana berkas arsip dinilai dinamis akan tetapi dianggap terlalu banyak
volumenya, maka dapat dibuatkan micro-film. Arsip aslinya dapat segera di
pindahkan ke UPA Pusat atau diserahkan ke Arsip Nasional Puaat/Arsip Na-
sional Daerah.

&Y

¢

- (@

)

&)

Pasal 41

Arsip/dokumen yang berupa reproduksi/photo-copy dari micro-film mem-
punyai nilai sebagail petunjuk tentang adanya arsip/dokumen tersebut -
dan tidak mempunyai nilai sebagai alat pembuktian,

Arsip/dokumen hasil reproduksi/photo~copy dari micro-film yang diku-
kubkan oleh seorang pejabat dalam fungsi jabataonya sekurang-kurang-
nya tingkat eselon III dengan mengpgunakan kata pengukuh "MENGETAHUI
SESUAI DENGAN ASLINYA" atau "SESUAI DENGAN SALiNANNYAT' atau "SESUAI
DENGAN KUTTPANNYA" serta dibubuhi tanda-tangan dan cap jabatannya ,
mempunyal nilai untuk komunikasi administrasi yang tidak secara lang-
sung mengakibatkan pengeluaran uang.

BAB XII
Ketentuan Peralihan dan Penutup

Pagal 42

Dalam masa peralihan, pengaturan arsip dan penyusunan jadwal retensl -
dimaksud dalam Keputusan ini dilaksanzakan secara berangsur-~angsur, be-
rencana dan disesualkan dengan tersedianya ruangan-ruangan arsip.

Sebelum ada jadwal retensi yang berlaku bagi Departemen Keuangan, maka
setiap akan melakukan penyerahan dan pemusnahan arsip harus berkonsul-
tasi terlebih dahulu dengan Arsip Nasiconal dan/atau Badan Pemeriksa Ke
uapgan sepanjang menyangkut arsip keuangan dan/atau Badan Administrasi
Kepegawaian Negara sepanjang menyangkut arsip kepegawaian,

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan kenada Yth. :

1, Bapak Ketua Badan Pemeriksa Keuangan'

2. Bapak Jaksa Agung;

3. Bapak Menteri Keuangan;

4, Sdr. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;

JS. Sdr. Kepala Arsip Nasional;

6. Sdr. Sekreta:.:isz Jendral, Inspektur Jendral, para Direktur Jen-
dral dan para Ketua/Kepala Badan dalam lingkungan Departe
men Keuangan;

7. Sdr. Sekretaris ITJEN, Ketua PAIK, Kepala PUSLITBANG, para Ke—
pala Biro/Sekretaris DITJEN/Sekretaris Badan/Direktur/Ing
pektur/Kepala PUSDIKLAT dalam 1ingkungan Departemen Keuang
an;

8. Para Kepala Perwakilan Departemen Keuangan;

9. Para Kepala Kantor Wilayah dalam lingkungan Departemen Keuangan
diseluruh Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA

SALINAN sesuaideépgan aslinya Pada tanggal : 31 Maret 1979

KEPALA B MUM -

N, e

.Uo *
KEPALA BA .'y.DEPARTE‘{%
o o fa M’Z _—

An. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDRAL,

ttd,

SALAMUN _A.T.
'NIF.060036174,




L A M

P I R A N I

Keputusan Menteri Keuangan
- Nos.

Tanggal

: 245 / KM,1 / 1979
: 31 Maret 1979

1. Kode Klasifikasi sesual dengan ketentuan Lokakarya Arsip Nasional Re-
publik Indonesia tanggal 12 s/d 14 April 1977, adalah sebagai berikut

Artinya

l. DL = -Pendidikan & Latihan
2, HK = Hukum
3. WM = Hubungan Masyarakat
4. KL = Kerjosama Luar Negerid
¢ 5. KP = Kepegawalan
6. KU = Xeuangan
7. 0T = Organieasl dan Tatalsksana
8, PL = Perlengkapan
9. PM = Penuinanan Modal
10, PR = Perencanacn
11. TU = Ketata Usahaan
12, PJ = Ferpajakan
‘13, BC = Bea Cukai
2. Penjelasan Pasal 9 :
Masalah Masalah
Kode Fasilitatdif Substantif
Bidang Jenle | Pokok
Xegi—~1{ Masa-
atan | lah
(1) (2) (3) C4)
K - 0 04 . 44
‘ 8J.514
1

[=]

G4
44
5J.81

= Repegawalan

= Perattran Perundang-undangan

Kepegawailan

= Keivtugan

&« Yaputusan KAS KOPKAMTIB
4 = Sub Bagien Tata Usaha Biro Unum




L AM P I R AN

Keputusan Menter:l Keuangan
No: s 245 / XM,1 / 1979
Tanggal : 31 Maret 1979

PENDIDIKAN DAN LATIHAN,

Bidang Kode : DL
DL-0 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN *)
DL - 001 Produk-produk Lembaga Tertinggl Negara
DL - 002 Undang-Undang/Perpu/UU Darurat/Ordonansi dsb.
- DL - 003 Peraturan
. DL - 003.01 Peraturan Pemerintah/Peraturan Presidium Kabinet/Peraturan
Presiden/Penetapan Presiden
DL ~ 003,02 Peraturan Bersama Menteri
bL - 003.03 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik & Keamanan
DL ~ 003,04 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan
. : Industri -
- DL = 003.05 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
DL ~ 003.06 ‘Peraturan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara
DL - 003.07 Peraturan Menterl Negara Pengawasan Pembangunan & Lingkungan
' Hidup T
DL - 003.08 Peraturan Menteri/Sekretaris Negara
- DL - 003.09 Peraturan Menteri Dalam Negeri
DL - 003.10 Peraturan Menteri Luar Negeri
DL - 003.11 Peraturan Menteri Pertahanan dan Keamanan
IL - 003,12 Peraturan Menteri Kehakiman
DL - 003.13 Peraturan Menteri Penerangan
DL - 003.14 Peraturan Menteri Keuangan
DL - 003.15 Peraturan Menteri Perdagangan dan Koperasi
DL - 003.16 -Peraturan Menteri Pertanian
DL- 003.17 Peraturan Menteri Perindustrian
DL - 003,18 Peraturan Menterl Pertambangan dan Enersi
pL ~ 003,19 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
DL - 003.20 Peraturan Menterl Perhubungan
DL - 003.21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
DL - 003.22 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- DL - 003,23 Peraturan Menteri Kesehatan
DL = 003.24 Peraturan Menteri Agama
DL - 003.25 Peraturan Menteril Sosial .
‘DL = 003,26 Peraturan Menteri Muda Koperasi
DL - 003,27 Pe.,aturan Menteri Muda Produksi Pangan
DL - 003.28 Peraturan Menteri Muda Transmigrasi
DL - 003.29 Peraturan Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat
DL - 003.30 Peraturan Menteri Muda Urusan Pemuda
- DL - 003.31 Peraturan Menteri Muda Peranan Wanita
DL - 003.32 Peraturan Xetua Badan Pemeriksa Keuangan
DL - 003,33 Peraturan Kepala Badan Administrasi Kepegawalan
DL - 003.34 Peraturan Kepala Biro Pusat Statistik
. DL-- 003,35 Peraturan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Nasional
DL - 003,36 Peraturan Ketua Badan Perencanasn Pembangunan Nasional
DL - 003.37 Paraturan Direktur Jendral Badan Tenaga Atom Nasional
DL - 003,38 Peraturan Ketusn Badan Koordingsi Keluarga Berencana Nasional
_ DL - 003.39 Peraturan Ketua Lembaga Administrasi Negara

B DL - 003.40 sem By

*) KhuBus yang menyangkut Pendidikan dan Latihan.




DL - 003.40
DL - 003.41
OL - 003.42
DL - 003,43
L - 003.44
DL - 003.45

~ . DL - 003.46

DL - 004

DL - 004,01

DL - 004,02

. DL = 004.03
DL - 004.04

DL - 004.50
DL - 004,51

DL - 004,52
DL - 0040 53

DL - 004,54

DL - 004,55
.1 DL = 004,56
< DL <°004.57
DL - 004. 56

" DL - 004.59

DL - 004,60

. DL - 004.61

DL - 004,62

DL - 004,64

DL - 004,65

DL - 004,66
DL = 004,67
DL - 004,68

DL ~ 004,69

DL -~ 004.70
DL - 004. 71

DL =~ 005

L - 005,01
DL - 005.02

DL - 005.03

DL - 005004

DL - 005,50
DL - 005.51
DL - 005.52

DL - 006

DL - 006,01

L AMPTIZ RAN I1 - 2

Eeputusan Menteri Keuangan
No, ¢ 245 / KM.1 / 1979
Tanggal : 33 Maret 1979

Peraturan Kepala Badan Urusan Logistik

Peraturan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
Peraturar Ketua Dewan Telekomunilkasl )
Peraturan Gubermixr Bapk Indonesia

Peraturan XAS KOPKAMT TR

Peraturan LAKSUSDA

Dan seterusnya

' Reputusanp

Keputusan Pregiden

Keputusan Bersama Menteri

Leputusan Meateri Koordinator Bidang Politik & Keamanan
Dan seterusnya, menurut pola DL - (03

Keputusan a.n., Menteri Keuangan/dto, Sekretaris Jendral

"Keputusan a.n. denteri Keuangan/dto. Inspektur Jendral

Xeputusan a.,n, Menteri Keuangan/dto. Direktur Jendral Ang-
garan : .

Keputusan a.n. Menteri Keuangan/dto. Direktur Jendral Pajak
Keputusan a.n. Menteri Keuangan/dto. Direktur Jendral Bea
dan Cukai

Keputusen a.n. Menteri Keuangan/dto, Direktur Jendral Mone-
ter Calam Negeri

Keputusan a,n. Menteri Keuangan/dto, Direktur Jendral Mone-
ter Luar Negeri )
Keputusan a.n. Menteri Keuangan/dto. Direktur Jendral Peng-

awasan Keuangan Negara :
Keputugan a.n. Menteri Keuangan/dto. Ketua Badan Pendidikan
dan Latihan Keuangan

Keputusan a.n. Menterl Keuangan/dto. Kepala Badan Urusan Pi-
utang Negata o

Keputusan a.n. Menteri Kemangan/dto. Ketua Badan Pelaksana
Pasar Modal .

Keputusan Sekretaris Jendral Departemen Keuangan

Keputusan lnspektur Jendral Departemen Keuangan

Keputusan Direktur Jendral Anggaran

Keputusan Direktur Jendral Pajak

Keputusan Direktur Jendral Bea dan Cukai

Keputusan Direktur Jendral Moneter Dalam Negeri

Keputusan D“rektur Jendral Moneter Luer Negeri

Keputusan Direktur Jendral Pengawasan Keuangan Negara
Keputusan Keiva Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan
Keputusan Kepala Badan Urusan Piutang Negara

Keputusan Ketua Badan Pelaksapnan Pasar Modal

Ingtruksi

Instruksei Presiden .
Instruksi Bersama Menteri . o
Inastruksi Menteri Koordinator Bidang Politik & Keamanan

Dim: seterusnya, menurut pola DI - U03

Instruksi a,n. Menteri Keuangan/dto. Sekretaris Jendral
Instrukai a.n. Menteri Keuangan/d;o.'lnspektur Jendral
Dan reterusnya, menurut pola DL - 004

Surat Eddran/Pedoman/Petunjuk

‘Surat Edaran/PedomanyPetunjuk Presiden

DL ~ 006.02 +..s




o,

DL

D,
.

DL

DL

n

DL

DL

ML

DL

DL

L DL

DL

DL

= 006,02

- 007

~ 007.01
- 007.02

-1

- 101

- 101.01
~ 101.02
- 101.03

- 102
- 102,01

- 102.02
- 102,03
-2

- 201

- 202

- 203

- 204

- 101
- 3
- 30
- 304

- 305

L A M P I R AN I1 - 2

Xeputusan Menteri Keuangan

No 245 / KM.1 / 1979
Tanggal : 33 Maret 1979

Dan seterusnya, menurut pola DL - 004

Pengumuman/Maklumat /Pemberitahuan .

Fengumuman/Maklumat /Pemberitahuan Presiden
Lan seterusnya, menurut pola DL ~ 004

PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Analisa Kebutuhsn

Analisa Kebutuhan Personil
Analiga Kebutuhan Anggaran
Analisa Kebutuhan Materiil

sarapa

Sarapa Administrasi
Sarana Physik
Dau seterusnya

PESERTA/PERSONTL

Persyaratan
Program
Selcksi

Dan seterusnya

SYLLABUS
Kurikuium

Jadwal Telajaran -

Lenyajian
Pengaiar

Dan seterusnya

PENYELENGGARAAN

Persiapan
Pelaksanaan
Ujian

Pengiriman ke-Luar Negeril

3

Laporan

Dan seterusnya

P_L-'S ssveas




L AMUPTIU RATHKN 1IT -4

Keputusan Menteri Keuangan'

No ‘245 / KM,1 / 1979
Tapggal : 3] Maret 1979

EVALUAST

Pererta

Penggiar

Mzthode Peayajian

§3£§g§ (adminigtrasi physik)
Penyelenggaraan

Dan seterusnya

PENELITIAK/PENGEMBANGAN

Dan seterusnya




Keputusan Menteri Keuangan

No 1 245 / KM.1 /1979
Tanggal : 3] Maret 1979

Bidang HUKIIHM, Koda ¢ HK
iX-0 _I_’_l_?._Rf—.TUFAN PERUNDANG~-UNDANGAN *
HK - 001 Proauk-produk LemBaga Tertinggi Nogara!?
BX - 002 Undang—Undang/Perpu/UU Darurat /Ordonansi dsb.
X - 003 Peraturan |
HK - 004 heputusan
PR - 005 Instruksdi
HK - 006 Surat Edaran/Pedoman/Petuniuk
M - 007 Penpumuman/Maklumat/Pemberitahuan
IK - 1 KEPERDATAAN
HK - 101 Tentang Orang
HX - 101,01 Tempat Tinggal
HK - 101.02 Harta Kekayaan
. HK - 101,03 Kedewagaan & Perwalian
MK - 101.04 Notaris
HK - 101.05 Dan seterusnya
- HE - 102 Tentang Kebendaan
HK ~.102.01 Bezit dan Hak-Hak Yang Timbul
. HK « 102.02 Hak Milik :
HK ~ 102.03 Hak Numpang Barang
- fK -~ 102.04 Perijinan / Keputusan
HK - 102.05 Dispensasi
BK - 102.06 Dan meterusnya
HK - 103 Tentang Perikatan
- Bk - 103.01  Kontrak
HK - 103.02 Hapusnya Perikatan
R]K - 103,03 Jual-Bell
B - 103,04 Tukar Menukar
. HK - 103.05 Dan seterusnya
EK - 104 Tentang Pembuktian & ¥edaluwarsaan
HK - 104.01 Pembuktian
BK - 104,02 Kedaluwarsaan
EK - 104.03 Dispensasi
HE - 104.04 Dan seterusnya
-2 XERTEARAAN
BK -~ 201

Kejahatan
- HE - 201.01

%) Sgma dengan pola DL - 001 s/d DL -~ 007,
khusus yang menyangkut bidang Hukum.




201,01
- 201.02
- 201.03
- 20104

- 202,01
- 02,02
- £02.03
- 202.04
- 7202.05

302
303

304

ﬁ
401
402

HK - 403

B - 404

L A M P 1 R AN I3l -

e — =

2

Keputusan Menteri Keuangan
Ne : 245 7/ KM.1 / 1979
Tanggal : 31 Maret 1973

Yejahatan Terhadap Negara
T'emalsuan Surat
Tenghinann

Dan sclevusnya

Eg;anggapﬂg

Pelanggaran Kewmauan
Pelanggaran Kecertiban Umun
Pelanggaran Kesusilaan
Sengketa Hukun

Dan seterusnya

BUNUM ADMINTSTRASI

Hubungan Denpan farta Kehkavaan

Hubungan Dengan Personil

Hak & Kewajiban

Tanggung-Jawab / Tanggung-Gugat

Din seterusnya

PEMBINAAN HI'KUM -

Buhum Agama

Hukum Internasicnal

Hukuq_ge:selisihan

Dan _setervsnya




31

Hif

1

HM

HH

LAMPTIRAN IV

T

Keputusan Menteril Keuangan
Ne s 245 / KM.1 / 1979
Tanggal : 31 Maret 1679

*)

Sasa seperti pola DL - 001 s/d DL ~ 007,
rhusus yang menvangkut bidang Hubungan Masyarakat.

bidang ¢ HUBUNGAN MASYARAKAT, Kode : HM
- c PEKATURAN PERUGDANG-UNDANGAN
- 001 Produk-produk ).embaga Tertinggl Negara
- Q02 Undang-i/ndang/Perpu/UU Darurat/drdonansi dsb.
- 003 Peraturan
- bD# Keputusan
- €05 Instruksi
- 006 Surat Edaran/Pedoman/Petunjuk
- 007 Pengumuman/Maklumat/Pemberitahuan
-1 PENERANGAN KHUSUS (INTERN)
- 101 Femberian Penerangan
- 102 .Penerimaan Informasi
- 103 Dan setefhsnya
-2 PERERANGAN UMUM
- 201 Yemberian Penecangen/Publikasi Mass Media
- 202 Penerhitan
- 203 Pecagaan/Pameran
- 203 Temu Wartcwar / Konperensi Pers
~ 205 Penerimaan Tuformasi
- 206 Dan_ seterusnya
-3 ‘ | HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA-LEMBAGCA NEGARA DAN PEMERINTAH
- 301 . Lembaga Tinggl Negara
- 302 MPR dan DPR
- 303 Departenen
- .304 l.embaga Non Departemen
-4 DOKUMENTAST .

. HM ~ 401




- 401
{ - 402

- 403

403.01
- 403.02
403.03
403.04
403.05

- 404

Fengumpulun Data / Fakta

FPengolahan Data / Fakta

Penyajian Dokumen-Dokumen

o O R vy

L AMPTIURAN v - 2

Keputusan Menteri Kéuéngan
No : 245 / KM.1 / 1979
Tanggal : 31 Maret 1979

Tulisan

Fato

Film

Relaman Suara
Dan seterusnya

Tukar Menukar Dokumen

Dan seterusnya




b1 R A N vV

Keputusan Menterli Keuangan

No. t 245 / KM.1 / 1979
Tanggal : 133 Maret 1979

Bidang ! KERJASAMA LUAR KEGERI, Kode HE 43

KL - 0 PERATURAN PERUNDANG-UNDAGGAN ™

KL - 001 Produk—produﬁ Lembaga Tertingpl MNegsra

KL - 002 Undang;Undang[Perpu/UU Darurat/Ocdonansi dri,
KL -~ 003 Peraturan |

KL - 004 Keputusan

KL - 005 Instruksi

KL - 006 - Suraé Edaran/Pcdoﬁan/Peruuiuk

KL - 007 . fengumuman/Maklumat/Pemberitahuan

KL ~ 1 KEBIJAKSANAAN KERJASAMA

KL - 2 BANTUAN TEMNIK

t

201 ~ Penjaiapan Bantuan .

201.01 Kevangan

201,02 Tenaga Ahli

201,03 Beagiswa

201.04 Proyek

201.05 Adninistrasi & Laporan
201,06 Dan setervsuya

- 202 Persiapan Penerimaan Fantuan

- 202.01 Kzuangan

- 202.02 Tenaga Ahli

- 202,03 Beagiswa

-"202, 04 Proyek

- 202,05 Aduinistrasi & Laporan
- 202.06 Dan seterusnya

CAFESR B QEEEERE B
i

"KL ~ 203 .Persinpan Pemberian Bantuan
KL - 203.0%1 Keuangan
YL - 203.02 Tenaga Ahli ' \
KL - 202.03 Beagiswa ’ .
KL - 205.04 Proyel:
KL - 203,05 Administrasi & Laporan
KL ~ 203,06 Dan seterusnya
I
KL - 204 ‘Evaluasi_Bantuza
L -204,01 Kouangsn

Vi — 204,02 Tenana AhlLl

L .- 204.03 Hedasiowa

L~ 204,04 Proyek,

AL - 204,05 Administrasi & Laporan
N KL - 204,06 .-

*) Sama dengan pola DL -~ D01 s/d DL - 007,
khusus yang menyangkut bidang Kerjasama Luar Negeri.

..




KL, - 204,06

K‘L‘-,3 L
T - 301
FL”-‘JOI.OI

KL~ 302
1. --.302.01

o B S U B i

o

, = 303
KL_A 103,01

(), ~ 304
(L - 304,01

KL - 4

n - 401

KL - 401.01
KL-" 502

‘KL -5

KL - 501
L. - 501,01
K- 502
K- 502,01

i

KL~ 503

Kk - 503.01
KL -~ 6

R - 601
C gL - 601.01
KL - 602
. KL ~ 602.01
KL - 603
KL - 603.91

L A M P I R A N

v -2

Kepﬁtusan Menterl Keuangan-
No : 245 / KM.1 / 1979

Tanggal : 31 Maret 1970

Dan seterusnya

HUBUNGAN LUAR NEGERL

Penjajagan

Dan seterusnya

Pengembangan dan Pembigaan Bilatcral

Dan setorusnya

Pengembangan dan Pembinazn Multilatcral

Dan seterusnya

Pengembangan dan Pembinaan Regional

Dan geterusnya

KERJASAMA DENGAN BADAN-BADAN PBB

Informasi Kegiatan Badan-Badan PRL

Penelaahan

Dlan seterusnya

Dan seterusnya

KERJASAMA DENGAN BADAN-BADAN INTERNASIONAT NON PEB

Informasi Keglatan Bzdan-Badan Non PBB

Dan seterusnya

Penelaahan

Dan seter-isnya

Tindak Lanjut dan Penyelesaian

Dan seterusnya

PELAKSANAAN RONVENSI-KONVENSI DAN PERJANJIAN-PERJANJTAN
INTERNASIONAL ' .

Monitoring Pelaksanaan

Dan seterusnya

Pembahasan

Dan seterusanya

Tindak Lanjiut

bDan seterusnyd .

KL - 7

o« sy




L~ 702

FIFTTUNCAN

MigI-415L

oL & 4 8 Vo o- 2

hmtr e setn phmn s — e

JUAR NeEGEXT §

an Mentari

. 245 4 ML O ENTH

. i Marec 7Y

PELRLAKL LA -1 By

a8 Fine:

Iersiolag Fepalimidy

an gaterusnys

Fenvedlaan 3anan

orwasd.

Dan seterusiya




L AM P T R A K Vi

¥eputusar Menteri Xeuangan

No 245 / MY /1979

Tanggal : 7]  Mavet 1979
Bidang ¢ KEPEGAWAIAN, Kcde @ KD
K- 0 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
l_I!P.« 001 Produk~produk Lembapa Tertingpi Nepara
kP - 002 Undarg-Undang/Perpu/UU ]Jaru'r:nt_/()rdona:_vs;i dsh.
KP - 003 - Peraturan
g2 - 004 Keputusan
‘KP - 005 Instruksi
e - 006 Surat Fdaran/Pedoman/Petunjuk
2 - 007 Pengumuman/Maklumat/Pemberitalhuan
KP -1 . TATA USAHA KEPEGAWALAN
kP - 103 NIP/Kartu Pegawai _
: l\I‘- 102 Dr'.iti;l Perorangan
I~'P - 105 Timbang Terimua .TubaLan |
KP - 104 Penugasan
KP - 105 Penghargaan
' - 106 Screening
CRP - 107 KORPRI
Kr - 108 Sumpah Pegawal
KP - 1‘09 Statistik[Seﬁsus Pegawad
' KP - 110 Tulisan Mengenazi Kepegawaian
Xp - 111 Dap seterusnya
K- 2 PERENCANAAN . ‘
K - 201 Formgsi Pegawal
XP - 202 Penpisian Jabatan (bezetting)
KI' - 203 Pengevaoalian Kepangkatan/Jabatan
KP -~ 204 Dispensasi Jabatan
- KP - 205 Penda}agunaan‘ '

KP - 206 [EAR NN

*) Sama dengan pola DL - 001 s/d DL - 007,
thusus vaag menyangkut bidong Kepegawaian.




L AMPTIRAN VI-2

Keputusan Menteri Keuangan
No ¢ 245 / XM.1 / 1879
Tanggal : 31 Maret 1979

XP - 206 Tenaga Ahli

KP - 207 Penelitian Jabatan
kP - 208 Evaluasi Jabatan/Kepegawaian
kP - 209 Dan scterusnya ' .
X -3 " PENGADAAN PEGAVAL
kP - 301'. Lamaran;Penerimaan .
K - 302 Pendaftaran
KP - 303 Iklaanengumuman Penerimaan Pepawail
| KP - 304 ' 1.zin Kerja | .
KP - 305 Penyaringan/Seleksi
KP - 306 Pengnji Kesehatan
- 307 Pepempatan
. Xp - 308 Tenaga Honorer/Harian
CRP - 309 Dan seterusnya-
K - 4 MUTAST DAN PEMBINAAN PECAWAL
KP - 401 Pengangkacan
KP - 402 Kenaikan Gaji Berkala
P - 403 Kenaikan Pangkat
KP - 4G4 Pengangkataﬁ Daiam Jag_a_tam.
- 505 Peaindahan
- 406 Peninjauan Masa Kerja
- 407 . Perbantuan/Dipekerjakar .
- 408 Rehabilitcasd .
- 409 Pembinaan Mental/Axama
- 410 Santiaji
- 411 - Dan_seterusnya
/ . i
-5 PENTLATIAN PEGAVAL
- 501 U4ian Jabatan ‘

KP - 567 «.n

e




kP - 602

P ~ 603

KP - 604
XP - 605
" P - 606

kP - 607

X - 608

CKP - 609
X~ 610

KP = 611

k-7
- 7101
kP - 702

Kr - 703

KP - 704
KP - 705

KB - I

Keputusan Menterl Keuangan
No: H 245 / KM-]. / 1979
Tanggal : 31  Maret 1979

Penataran

Tugas_Belajax

Tegoran/Peringaten/Penundaan Pangkat - Gaji

Schorsing/Hukyman Jabatan

Eonduite

Urutan Kepanzkatan'

Penphargaan

Dan seterusnya

Kesehatan Pepawai

Koperasi
Asuransi Pegawai/TASPEN

+

Guti

Rekreas:i/Xrida/0lah Raga

Perumahan Pegawal

Bantuan/Dana Pegawal

~ Perkumpulan Pegawai

Tabungan Pegawal

Rukti "ralaya

Dan_ncterusnya

PEMBERHENTIAN & PENS1UN

Masa Persilapan Pensivn

Pemberhentian Dengan Hormat

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

Penetapan Uang Tunggu

Pcmberhentian Dengan Peusiun

Pensiun Peugvai

ICP-"707 (AR LEX




S R T2

el b AR e s LT

TREITT

LAMPIRA® ¥~

.‘3

Keputusan Menteri Kewzmgzm
No: 245 / WLE 5 3BT
Tanggal : 31 Mirer ST

Pensiun Janda/Apak Yatim Piatu/Duda

Temberhentian Sementara/Schorsing

Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri

Meninggal Dunia

Dan seterugnva

DEETR PEGAWAT

Dapat langsung nama-nama Pegawai atau berdasarkan

Unit Kerja masing~masing.




Keputusan Menteri Keuangan -

No . ' .+ 245 / XM.1/ 1979 ..
:

Tanggal : 31 Maret 197

* KEUANGAN , Kode : kv

- 422

PERATURAN PLRUNDANG~-UNDANGAN “)

Pzoduk-produk Lembaga Tertinggi Negara

Undang~Undang/Perpu/tl Darurat/Ordonansi dsb .

Peraturan
Kaputusan
Instruksi

Surat Edaran/Pedoman/Petun;uk

Pengumunan/Maklumat /Pemberitahuan

PERENCANAAN/PENYUSUNAN ANGGARAN RUTIN

Data~data JAnggaran Rufin

4

DUK
EAPBN Rutin

D1K

PFRENCANAAN/PENYUSUNAN ANGGARAN FEMBANGUNAN

Data-daLa Anggaran Pemosngunan

JUE

. RAPBN - Pembangunan

nip

PERUBAHAN ANGGARAN RULT T,

Angearan Bulania Tagbaian (A3T) Rucin

Pergpeseran Anggaran/Urzian Kugistan
Revisi D1K

Penpgunaan Dane Uadargan

PERURAHAN ANGGARAN PLMBaNGUNAN

Angparan Belanja Tawbauan (ABT)'_Pembangunan

Perzgeseran Anggaran/Uraian Physik

R 492

I*) Sama dengan pula DL - w01 r/d Di - 0o/,

khusus yang menyangkus bideng Kerangan.

§

L AMPIR ANVII .

W e S AT £ ST Y e e




KU - 403

RU = 404

KI =~ 5
XU - 501
R - 502
KU = 503
R - 504
KT ~ 505
XU ~ 506

K1 - 507

K~ ¢

K - 601
ﬁ]- 602
KU - 603
KU -~ 604
KU - 605

K - 606

KU = 607

-7
KU -~ 701

K - 702

‘XU - 703

KU - 704

KU - 705

L AMP I RAHN VII - 2

Keputuaan‘ﬂentefi Kéuangan
No. . : 245 J KM.1 / 1979
Tanggal : 31 Maret 1979

Revisi DIp

Penpprnazn Dana Cadangan

PELAKSANAAN ANGGARAK RUTIN

Penelitian/Penilaian Permintasn Otoxisasi

Penerbitan Keputusén Qtorisasi Angearan Ruiin

Evaluzsi Anggaran Rutin .

Peogajuan SPP

" Penerbitan SPMU

Penbavaran Kas/Giro

PULAKSANAAN ANGGARAN PEMBANGUNAN

Penelitian/Penilaian SIAP

Penerbitan Keputusan Otorlsasi Anggaran Pembangunan

Evaluasl Anggaran Pembangunan

i

Laporan Realisasi Angparen Pemhanguusn

Pengajuan 3PP

Penerbitun SPMU

Pembayaran Kas/Cire

PELAKSANAAN ANGGARAN PENERTMAAN

Penerimaan Pajak .

Penerimaan Bea dan Cukail

" Penerimaan IPEDA

Penerimaan Lein-Lain

Penerimaan Pembangunan




L AMPIRAN VIII

Keputusan Menteri Keuangan .
No s 245 / KM.1 / 1979
Tanggal : 31 Maret 1979

Bidang : ORGANISASI & TATALAKSANA , Kode : OT

0T - 0 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN )
- 001 Produk-produk Lembaga Tertinggi Neé;ra
~ 002 Undang-Undang/Pe;pu/UU Darurat/Ordonansi dsb.
- 003 Peraturan
~ 004 Kepuﬁusan
- 005 Tustruksi
- 006 Surat FEdaran/Pedoman/Petunjuk
- 007 - , Pengumumgnlmaklumat/Pemberitahuan
-k . ORGANISAST
~ 101 Mission / Tugas Pokok / Fungsi
- 102 Struktur

F - 103 Doktrin

- 104 Dan seterusnya
-2 PENELAAHAN JABATAN
- 201 Job Description
- 202 Job Clasification
_ 203  Job Evaluation |
- 204 Penilaian Kerja
~ 205 Sistim Karier
- 206 Dan seterusnya .
-3 KETATALAKSANAAN
- 301 Perencanaan
- 302 Pengorganisasian
- 305 Penyugunan Staf (Staffing)
- 304 Pengérahan 1

OT ""305 e aw

Sama dengan pola DL - 001 s/d DL - 007,
khusus yang menyangkut bidang Organisasi damn Tatalaksana.




0T - 4

0T -~ 401

Laperar / Data-jaxe

Penganggarar {(Pudocting)

Peugendalian (Controiling)

Evajuasi

Dan scterugnyad

SARAN

e d— S - —

Daa saterusayéa

S e TR e T

e

.

Y




‘L AM TP IR AN IX

Keputusan Menteri -K'éi;ahgan_ :
Ro- . -2 245 / KM/ 14979
Tanggal : 31~ Maret 1979

PL ~ 304

T b TR 1 ne

Bidang PERLENGKAPAN , Kodé : PL
"L-0 PERATUW PERUNDANG~UNDANGAN .
PL - 001 Produk—produk Lembaga Tertinggi Negara
"L~ 002 Undang-—'Undang/Peri:u/UU Darurat/ﬂrdon;-a.nsi dsb.
e - 003 Peraturan
PI. - 004 Keputusan
'L - 005 Instritksi
Vo~ 006 Surat Edaran/Pedoman/Petuniuk
B~ 007 Pengumuman/Maklumat /Pemberitahuan
PL -1 KEBUTUHY AN
L ~ 101 Analisa Data / Kebutuhan
L - 102 Rencara Kebutuhan
PL ~ 103 Klasifiicasi Data
PL -~ 104 Dan seterusnya
-2 PENGADAAN
Moo= 23 Rekapan/Surat Perkenalan
PL - 202 Harga dan Mutu
PL - 203 Tender Dan Kontrak
L - 204, Pembangunan
PL ~ 205 Pembelian
PL -~ 206 fewa Dan Sewa Bell
PL - 207 Dan seterusnya
PL - 3 PERGUDANGAN & PENYIMPANAN
PL - 301 Penerimann Barang
PL - 302 Penyimpanan Barang
FL - 303 Pengeluaran Barang

.{ ’

*) fama dengan pola DL - 001. s/d DL - 007,

knusus yang menyangkut bidang Perlengkapan.




|
LAMPIRGAN IXx-2 1

Keputusan Hanteri Keuangan |

No . 2245 / KM.1 /.1979

Tanggal 3] ‘Mai‘e.t__*-31979 '

]
PL - 304 Dan_seterusnya
PL ~ 4 PENYALURAN / DISIRIBUST | o |
PL - 401 Perintah Pengeluaran Barang |
PL - 402 Penyvaluran (Distribu.si) dan‘ Pengangkutahj?eﬁyampaian
FL - 403 Dan seterusnya
M. -5 PEMELTHARAAN / PERAWATAN
IL - 501 Laporan Kerusakan
Pl = 502 - Perawatan Bangunan
rL - 503 Perawatan Perlengkapan Kantor !
PL - 504 FPerawatan Mesin |
PL - 505 Perawatan Kendaraan
. - 506 Dan seterusnya
FL - 6 INVENTARISAST
PLV -~ 601 Dan seterusnya
PL ~ 7 PENCGCHAPUS AN
PL - 701 - Pergiaspan/Panitia Pusat Pembelian
©“PL - 702 Usul Penghapusan

PL - 703 Peniiaian
PL - 704 Pelelanga;n y
PL - 705 Penjualan Kepada Pegawai
PL - 706 Dan setemsnj@
BL - 8 PEHB-INAAN
PL ~ 801 Standarisasi Penghapusan

PL - B02 Kebijaksnnag[?etunjuk Tehnis

PL - BO3 Standarisasi Barang/Perlengkapan,




Keputusan en't
Na $2A5
Tanggal ¢ 31

Bidang : PENANAMAN MODAL , Koda 1 BV

-0 PLRATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

M~ 001 Produk~produk Lembaga‘ Tcrtingui Negara '

P - 002 Undang-Tndang/Perpu/U0 Daxu:.’at/ﬁrdonansg;__ggb_}h .

7 - 003 Peraturan - N
™ - 004 | Reputusan - .
P~ 005 Instzuksi | s
P - 006 Surat Edaran/Pedoman/Petﬁnjuk

P - 007 Pengumuman/Maklumat/Femberitahuan

M- 1 PENANAMAN MODAT DALAM NEGERT o
M- 101 Pertinbangan Pemberi:p lasilitas Penana.imm Moadal D.N.
| M- 101,01 Persetujean Prinsip Pemberian Fasilitas Penanamazn Modal

dN.

M- 101,02 Dan seterusnya

M- 2 PENANAMAN MODAY. ASTNG
M - 201 Pertiwpangan Pemberian TFasilitas Penanaman Modal Asing
PN - 201,901 Persetujuan Prinsip s emberian Facilitas Prnanaman Modal ‘?
Asinf }
mo- 291,07 Dan aeterusnya ;
i
B - 2 ., PLMANAMa) MODAL CAMPURAN (Toint Venture)
P - S0 ©  Pertimbangan Pemberian Fasilitas Penanaman Modal Campuran 1
(Joint Venture) }
M -~ 507.0L Persetvjuan Prinsip Pemberian Fasilitas Penanaman Modal: ”
Campuaran (Joint Venture) v
B{ - 301.02 Dan seterusnya .
M- PALAR UALG AN MODAL
P - 402 b.an_seterusnya, '

*) Sama deagaa pola DI - 90L s/d DL - 007,
kirsus yong menyangint hidang Penananan Modal.

B e e rh s T T JEEL YR




L. AMPIRAN X1

Keputusan Menteri Keuan
No rh'l. LI? §a79

Tanggal : "Sl Mdret ‘1979
bidang DERENCANAAN , . , Xode : PR

PR = 0 PEKATURAN PERUNDANG-UNDANGAN “)

PR -~ 001 Produk—-prodﬁk iem‘t;aga Tertinged Negara

PR - 002 UndangL—Ulldang/Pe.rpul oy Darurat/Ordenansi. dsh,

P2 - 003 Peraturan
PR - 004 Reputusan

PR - 005 Tnstruksi

PR - 005 . Surat Edaran/Pedoman/FPetunjuk

PR ~ 007 Pengumunan/Maklumat/Pemberitahuan

PR-1 PENERIMAAN NEGATA

PR - 101 Analisa Pajak Atas Pendapatan

R - 102 Analisa Pajak Atas Konsumsi Dalam Neperi

PR -~ 103 Analiss Pajak Atas Perdagangan Internasional
PR - 104 Analisa Penerimaan Lain-Lain

PR - 105 Dan seterusnya

PR ~ 2 PENGELUARAR 'NEGARA -

PR - 201 Analisa Pengelustan Rutin

FR - 202 Analiss Pengeluaran Pembani;unan

PR ~ 203 Dan. seterusnya

PR~ 3 FREDIT/DANA FERBANRAN/LEMBAGA KEUANGAN DAN HARGA
PR - 301 Analisa Harga-Harga

FR - 302 Apalisa ﬁreditﬂ)ana_l’erbankan

R -. 363 Analisa Dana-Dana Perbankan

PR -~ 304 Analisa Lembaga Kauangaﬁ

PR ~ 305 Dan.seterusgyé '

PR"’A. smoBe

.- %) Sama dengan pola DL - 001 sfd DL - 007,
khusus vang menyangkut bidang Perencanaan.




L AMPTIRAHN XL - 2

Keputusan Menteri Keuangan . .
No. . . 245 / KM.] ] 1979
Tanggal : 31 Maret 1979

4

ANALISA PERDAGANGAN LUAR NEGERL DAN NERACA PEMBAYARAN

Analisa Ekspor

Analisa TImpor

Analisa Honeter Iuternasional

Analisa Bantuan Dan Pembayaran flutang 1aar Negeri

Dan seterusnya

ANALISA PRODUKSI.

Anslisa Produksi Pertanian

Analisa Produksi Industri

Analisa Produksi Prasaranpd

Analisa Froduksi Lainnya

Dan séterusnys.




L AMP I R A& N XI1

Kepﬁtusan Menteri Keuaugan

No 2245 / KM,/ 1979
Tanggal : 31 Maret 1979

Bidang i KETATA USAHAAN , Kode : 1TU
0 - 0 " PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
,',I_‘U - 0C1. I’rodul$-pr0t'1uk'Lmnbagg Terg::inggi Ragara
™ - 002 iindan.é-Undang/Perpu/UU Darurat/Qrdonansi dsb.
0 - 003 Peraturan
TU - 004 Kepctusan
TU - 005 Instruksi
TU - 006 _ Sﬁrat Fdaran/Pedoman/Pecun juk
W - 007 Pengumuman/Maklumat /Femberiitahuan
U - i JEUIS SURAT & WARKAT
TU - 101 Surat
T0 - 101.01 Pr:esiden .
TU - 101.02 Lihat perincian DL ~ 003 - 004 dst.
W - 102 . ﬁotéj!\lota Di.uas/Memorandum-
T0 - 102.01 Pregiden . . ,
TU - 102.02 Lihat perincian DT, - G03 ~ 004 dst. .
TU - 103 Surat Un&éngaﬁ'-‘ - |
T - 104 Surat’ Péngintar’
0 ~ 105 . Surat feringétan {Non Pegawai)
TU ~ 106 Su'rat kéterangan
IU - iO? Sura;t Keterman Perjalapan ' ‘ ;
TU -~ 108 Surat Izin/Kuasa
o - 109 Sura.at‘ Tﬁga.s'?.Perintah.
TO - 110 Surat Perintah Perjalanl.an Dipas
W - 111 Telepram/Telex/Radiogram
0 - 112 Surat: Kawat
T0 - 113 Pe;bal ‘
.14 laperan.
0 - 115 Risslah/Berita Acara

TU - 116 A EX]

x} Riga daagan nela DL - 001 s/d DL - 007,
Xlusus yang menyangkut bidang Ketata Uszhaan,




L A M P I RAN XI-2

Reputusan Menteri Keuvangan

No T 245 /KM, /W79
Tanggal : 3|  Maret 19%%

0 -~ 116 Naskah Svrah Tendms
4T - 117 Perjanjian

W~ 118 ' Dan seterusinyad '

-2 _I‘_ERSIAI’AN;’PELAKSANM{;N KEGLATAN

TU - 201 Upncara

0 ~ 202 Rapat:[?ertémuan (Lokakarya)/Semin.é.r dgb.

T0 ~ 203 .E:{un'i‘unga.r:.;;’Pe_r_jalanan Dinas

T - 204  Pemerimasn Tamy

T - 205 Bkspedisd (Pengil::imanl

0 - 2086 gguge.til-ran & Ponzgandaal

T ~ 207 Pencetakar & Tenjilidan
T - 208 Kearsipan )
| U - 209 Kéama.nan & Pengawalan

™ - 210 Pemeliharaan/Ferawatan

T - 213 Penawaran/Perkenalan

0 ~ 212 Peravatan Kesehatan
-T0 - 3 MARALAH MENURUT ORYEKNYA

T0 - 301 Alat~-Alat Tulis (Schrief behocftem)

W - 302 Perlengkapan Kantor (Rantor_behoefter) ‘

70 - 303 Sarana Hubuhgan

TO - 304 Sarana Angkutan

10 - 305 Perlengkapan Gedung

T - 306 Bangunan

o~ 367 Dan_seterusnya.




L-AMPIRAN XII1I

Keputusan Menterl Keuangan

Noo . ¢ 245 / KM.1 / 1979 |
Tanggal ¢ 31 - Maret 1979
Bidang :  PERPAJLXAN , Kode : BJ
!
RAR ' g ®) '
N0 PERATURARN PERUNDANG-UNDANGAN iR
PJ - 001 Produk~produk Lembaga Tertingegi Neparsa ; ?
_‘P‘J - 002 Undang~Undang/Perpu/UU Darurat/Ordonansi dsb.
) - 003 Peraturan il
i
PJ - 004 Keputusan .
. b
BJ - 005 Instruksi It
P} - 006 Surat Edaran/ Pedoman/Petuniuk L
PJ - 007 Pengumuman/Maklmnat/Pemberitahuan 'II
P -1 PPS
P - 101 Badan Hulum
n - 101._01 Dan seterusnya - . .
PJ - 102 Pembulouan -
pJ - 102.01 Laba / Rugi
Py - 102,02 Sistim
PJ ~ 102.03 Permodalan
pJ ~ 102.04 Dan seterusnya
73 - 103 MPS / Opuen
Pl - 103.01 Tarip/Luﬁpamn
PJ -~ 103.02 Pembayaran/Tunggalan
PJ - 103.03 Dan seterusuya
PJ - 104 Pembebasan
Bl - 104,01 Dan seterusnya

PJ - 105 Permngungan[?enetagan

pJ - 105,01  Ketetapan
pJ - 105,02 Tagihan Kemudian
PJ - 105.03 Dan seterusnya

-2 pPD / PKE

P - 201 Ppd Usahawan

7l - 201.01 Dan seterusnyzi

Py - 202 Ppd 172

PJ - 202,01 Buruh / Majikan
PJ - 202.02 Gpah / Hasil Lain

1

PJ - 202.03 o..-‘ [

) Sama dengan pola DL - 003 s;d DL - 007,
khusus yang meanyangk: t bidang Perpajakan.

-

[
P
A e




L A M Ty L ‘r'{' ACH "yIZI"---.Z:

Kepntusan Meitewi Teutngin e
ifo 2450 RN S 137
Canggie 1 X1 Maret 1J479
H-0203  Da sitavsna
RIR{ I S
- 00301 Wwajio Pajek ' '
Pt - 201,02 o2 Vazn
Cpr- L0003 Tm
P - 203.CH Dan selarvvenyi
M-S ¥I9
P se Wape s dat3
P - 50101 Pandanaray i
sp] - 50102 Tace pery Taperkd e
#) = 201.CJ Ekspartir
'pJ - 201.04 Dar 3etaruarya
M- 502 Tapdn [ Lem Paringieen
P~ 202,01 Dar s Le;usr ¥4 !
AR g_-:ﬁx_t:ib_g_}_ug
Cop - 303,01 Dan = belusiyi
Y- 304 Lipo e M.2.0.
- PT - 304,01 Lapo~ax lembayarin
pr - 30002 Pan etrruinyl
QY PEEERIMALN / VENACTHAN TAJAK
Ryt srattsttl
2~ 631,01 Bulanwa
P~ 4307 T-iwilanan
L po = 40,07 pun setlruinyad i
i
P - &2 Tep1r£l . g
Po - 402.0. Tida.: Merasukan Laporan
Py = 402.9¢ ¥i:12.ran Puda laporan -
P« 402,03 AL S ERTUBNYE ‘
A Rualeat) Tenriiean
"2 - 493,00 L3 rumilardp
AR NN Porkrmbangan 6
P - 493,03 P57 Kupulatip
Fo = 493,04 Dun seberusnya
W -4 Peraginar Pejak
" pJ - 404,01  KPI24 Dir. P3
Cp) - 404,02 Aktivitas Penagihan = -
Py~ 406.03 dan secerusnya
PJ "'5 oc-nufn'l‘"

(2



FANE

P~ 5

21 - 531,05

¥j - 572
P~ 502.90%
- 513
nj - 595,00

W o- 3%

nJ - 3%.
7y - 596,02

v} - 544,02

Pl - 5NC

Pl - S0 0%
P - 305.0e

B -5
pJ - 501

P] - 50100
P} - 5U1.02
Pl - 601,03

IJ - 662

PJ - 602,01
IJ - 602.C2
B - 602.03
BJ - 602,04

Pl - 603

PI - 603.01
PY - 603.02
rJ - hc3103

PJ - (04

B - A0s C1
B - €04.02

Py -7

PJ - 701

FJ - 701.01
PJ - 701.02
PJ - 701,03
PJ - 701.04

Kerjusapa Luar depead

L AMPIRAN

XXI1 - 3

Kqutusan Menteri Keuang o

No -
Tanggal ¢

i

—

KTRIASAIA TERPAJAKAN & TENGETALIAL ¥I14

Kux ]_u:ane Dalar Negu.t

Don ceniTusr i

Nan 5L rusnT

Zer enjdsl Bapiiaker

Nen LEUT LT

droopratd

"4g wl / dkeaornl
Cemarlaraan
e Letr rdaruye

Ndaae Luas

axteraflest Wajibh Pajak
Najn Leterbnyes

DATH "TB8RLML

Tearg g SEate,
YA

PMN
Dan gaterusnra

Lonirahtor

Taltar I—e:'.bayamn
lemta%i.®u
tonirih Tual Parl
Dan Batesusiva

iiic

¥elra: Negesd
Merger '
Lan selervLenya

Forensi Tis'ml

Fertambangan
Xon Portombangan

KEBERATAN | BANPING

Faisk Lanpsuog

FPs

EP4 £ 4

MPD

PRk -

PJ - 70L.05

]g"?(

1245 / XM.L /1279
71 Morst

[ X1LN

'
t
S




771,95

IRERE

70

I EPRE
720402
7.0

3z

3u1. 02
302,95
821.73
801.04%

82

92,51
87,02
892,03

heoutnuan Moutard lenangan
hoo vy JOIN,T S 19TH

1
H 3
faneg.d @ 1) Yaver 3909

pur

31 e berasnv

Poda. Todg. Larg d0g

[ Y
Ul ¢! B

3 ,eb TR

Fo1 LETCYNEADYA

PAJAY

DA S0 SR

gidara Yiskal
reuyodard,/Peuyldikan
he mat vnen Banlib Tagik
Nea ganebnenls. .

]



L A M P I R AKXV

Xeputusan Mapteri Kzuangen
No 3 245 / KM.1 /1979
Tanggel : 31 Maret 979

Bidang * EA & CUKAL Yoide ¢ BO

i s i e e sl B

-0, PERATURAS RAPUHTARC-AVANG K
- 0Cl Frodus produk Lf_-mbag'n Terlirggs HagaTh
FC - 002 Unden y-Uacaap/ Dexp /U Darses £ Crdenmst d:h
K ~ 063 Yer.tu:ag
X - 004 Reputuerg
K - 005 Irstroind
B - 006 Surat PAarac/¥edoman/ Petiniuk Lo “\ e
R - 007 &l‘sﬂ&ﬁﬁ&iﬂiﬂ&“‘?ﬁ’:&@ﬁﬂﬂ R
B -1 TVNTANG PABEAN |
B0 - 102 _E@M‘n Perta“h_égjz_q._;}v
S B¢ - 103 Inpot
8% - 1G4 Jarip 5
pc - 105  Puhungan Tngternasyonal E
% - 1C6 Pap seterlsnva . 1
B-2 TENCANG CUKAL
ﬁC - 201 ° Pengendaliag Jeknis
o200 ol Tesbabau 7
BC - 205 Cukal Lain-Lain
3 - 204 Dyta-pita Cukal
BC - 205 Inforpasi Harga & Qperasi
BC - 206 Dan_seteruamya
BC - 3 CENTANG PENCETARUAN BARANG & HARGL
BC - 301 ngemialian Tekuls

%) Same dengan pola DL - 001 g/d DL — 007,
khusus yang menyangkut bidang Bea & Cukad.

g T e T e, . [T

= '.-.'_1-':_"29—




L AMPIRAN XV-2

Keputusan Menteri Keuangan

3 No : 245 / ¥M.1 / 1979
Tanggal : 31  Maret 1979
;' -
1
‘ BC - 302 Harga 1
BC - 302,01 ¥imiawi & Obat-obatan
BC ~ 302,02 Tekstil & Kertas
EC - 302.03 Cat & Bahan Plastik
BC - 302.04 Ban & Bahan Bangunan
BC - 303 Harga IT
BC ~ 304 Harga III ;
: BC -~ 305 _ Pengetahuan Barang & Laboratorium
i BC - 306 Dap sel.erusnya i
BC - 4 PEMBEBANTASAN PENYELUNDUTAN
BC - 5 SARANA PERHUBUNGAN
BC - 6 DAN SETEZUSHYA.
GLINAN sesuaidengan aslinya An, MENTERI KEUANGAN
KEPALA PIJO UMUH ‘ " SEKRETARIS JENDRAL,
rirata BACTEN T,U.DEPARTEMEN, ctd,
! 74
/] 2 * N
hfnf ] I o SALAMUN A.T
ol s 2
AL Lo e NIP.060036174.

Y e et ™




